BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJOQ,

Menimbang : a. bahwa sctiap pegawai negeri sipil di linglungan
Pemerintah Daerah dapat dimutasi tugas dan/atau
lokasi antar unit kerja dalam 1 (satu) Perangkat
Daerah, antar-Perangket Daerah, antar-Pemerintah
Daerah atau antar-Pemerintah Daerah dengan
Instansi Pusat;

b. bahwa dalam rmangka meningkatkan tertib
adminisirasi mutasi pegawai negeri sipil  di
lingkvngan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta
untuk kelancaran pelaksanaan pencmpatan pegawai
negeri sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Purworejo, perlu disusun, ditetapkan
dan diterapkannya pedoman mutasi pegawai negeni
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

c. bahwa berdasarken pertimbangan scbagnimana
dimaksud pada huraf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Mutasi Pegawal Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19453;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kebupaten Dalam
Lingkungan Propinai Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2014 Nomor 6/, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2014 Nomor 244, rambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimena telah diubah beberpa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8, tambhan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 2679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIFIL D] LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeienggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin peiakassnaan unisan
peinerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo  selaku Pejabat Pembing
Kepegawaian.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjuinya disingkat PPE,
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan mansajermen Aparatur Sipil Negara di
instanai pemerintah  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda, adalah
Sekretaria Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pejabat yang
Betwenang.

6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjuinya disingkat BKD,
adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworsjo.



8.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19,

20.

21.

22.

Kepala Badan Kepegawsian Daerah, yang selanjutnya disingkat
Repala BKD, adalsh Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Purworejo.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintak Kabupaten Purworejo,

Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerzh.

instansi Pusat adalah Lkementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretarintan iembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga
negara [ndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipii Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan,

Pegawai Negeri Sipii Daerah, vang selanjutnya disingkat PNSD,
adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat
CPNSD, adalah Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo.

Momor [nduk Pegawai, yang selanjutnya disingkat NIP adalah
nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat
tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan
pertama sebagai CPNS/PNS, jenis kelamin CPNS/PNS dan nomor
urut CPNS/PNS.

Penempatan PNS adalah penempatan PNS pada jabatan sesuai
formasi PNS dan/atau kebutuhan organisasi.

Masa kerja adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat menjadi
CPNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.

Kenaikan pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada PNS
atas prestasi kerja dan pengabdiannya.

Pembingan karir PNS adalah pembinean yang perlu dar harus
dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan cara menunjukkan keterkgitan dan keserasian antara
jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan
Jjabatan, kompetensi, serta pengalaman kerja PNS  sejak
pengangkatan pertama dalamn jabatan tertentu sampai dengan
pemberhentian sebagai PNS.

Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bag
PNS dari wilayah kerja yang satu ke wilayah kerja vang lain baik
antar SKPD meaupun antara Pemerintah Kabupaten Purworejo
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinai Jawa Tengeh, Pemerintah
Provinsi fKabupaten /Kota lair.

Mutasi Dalam daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan
wilayah kerja bagi PNS dari SKPD ke SKPD lain.

Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja
bagi PNS dari Kementeran/Lembaga Pemerintah non
Kementerian/Pemerintah  Provinai Jawa  Tengah/Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah.
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24,
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27.

{1}

(2)

(3]

(4

Mutasi Keluar adalah perpindshan jabatan, tugas dan wilayah kerja
bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/ Lembaga
Pernerintah non Kementerisn/ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah f
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain,

Tim Pertimbangan Mutasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan
oieh Bupati, yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan
kepada Bupati terhadap setiap pengajuan Mutasi.

Sekretariat Tim Pertimbangan Mutasi adalah Sekretariat Tim
Pertimbangan Mutasi Pemerintah Kabupaten Purworgjo.

Penilaian prestasi kerja atau disebut juge dengan penilaisn kinerja
adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur dan
menilal Kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja
pegawai di linglugan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pemohon adalah setiap PN8 vang mengajukan permohonan Mutasi.

BAB I
MUTAS] PNS

Bagian Kesatu
Jenis Mutasi PNS

Pasal 2

Mutasi PNS meliputi;

a&. Mutasi Dalam Daerah;
b. Mutasi Masuk; dan

c. Mutasi Keluar.

Mutasi Delam Daerah, meliputi:
a. Muiasi dalam 1 {satu} Perangkat Dacrah; dan
b. Mutasi antar Perangkat Daerah.

Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdin

atas:

a. Mutasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinasi
Jawa Tengah:

b. Mutasi dari Pemerintalh Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota di luar Provinsi .Jawa Tengah; atay

c. Mutasi deri Instensi Pusat.

Mutazi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tendir

atas:

8. Mutasi ke Pemerintah Kabupsaten/Kota lain dalam Provinsi
Jawa Tengah:

b. Mutasi ke Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota di luar Provinai Jawa Tengah; atau

c. Mutasi ke Instansi Pusat.



Pazal 3

Mutasi PNS dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a+

(1}

{2

(1)

kuatifikasi, vaitu pemindahan dapst dilakuken apabila memenuhi
aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Perangkat
Daerah,;

kompetensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan kuisioner,
wawancara perilaku dan peneiusuran rekam jejak PNS;

adi} dan wajar, yaitu bahwa proses Mutasi dilakukan sama kepada
semua PNS vyang akan mengajukan pemindahan tanpa
mermbedakan asal-usul, agama, ras dan kecacatan;

terbuka, yaitu proses mutasi dari mulsi penetapan kebutuhan
formasi PNS Mutasi sampai ditetapkan keputusan pemindahan,
dilalukan secara terbuks;

akuntabilitas, yaitu bahwa proses Mutasi yang dilakukan dapat
dipertanggungiawabkan  secara admimatrasi dan  hukum
kepegawaian;

kebutuhan, yaitu pemindahan dapat dilakukan karena didasarkan
kebutuhan formasi organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Mutasi Dalam Daerah

Pasal 4

Untuk mencukupi formasi kebutuhan PNS di setiap Peranghkat
Dacrah maka setiap PNSD dapat mengsjukan/ diasjukan Mutasi
Dalam Daerah.

Setiap PNSD dapat mengajukan;/ digjukan Mutasi apabila

memenithi kententuan sebagai berilaat:

a. tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
atau sedang dalam 1 (satu} tahun terakhir,

k. mempunysl masa kerje/pengabdian pada Perangkat Daerah
asal paling sedikit 2 [dua) tahun;

¢. tidek sedang melaksanakarn izin belajar/tugas belajar;

d. mempunyai niiai prestasi kergja yang sekurang-kurangnya
bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 {dua) tahun
terakhir;

e. tidak sedang diberhentikan dari jabetan negeri atau dibcbaskan
dari jabatan organik;

f. tdak sedang dalam proses perceraian/perkara pidana.

Pasal 5

Permohonan Mutasi dalam I (satu) Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang diajukan secara

pribadi oleh PNSD herus dileskukan dengan melampirkan

persyaratan sehagai berikut:

a. surat pernyatasn persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;

b. surat pernyaiaan persetujuan pelepasan dari Kepala Urit
Keria/UPT/Sekolah Menengah Pertamea/Atas/Kejuruan asal;

S



(2)

{3}
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0.
p.

surat pernyataan persetujuan penerimaan dari Kepala Unit
Kerja/UPT/Sekolah Menengah Pertame asal yang dituju;

. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan izin belajar/tugas

belajar;

surat keterangan mempunyvai masa kerja/pengabdian pada
Perangkat Daerah asal paling sedikit 2 (dua) tahun, vang
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;

surat keterangan tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 {satu] terakhir vang
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;

aurat keterangan tidak sedang diberhentikan dan jabatan negeri
atau dibebaskan dari jabatan organik yang ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah,;

surat keterangan tidak sedang dalam proses perceraian/perkara
pidana dari instansi yang berwenang;

fotokopi sah keputusan CPNS yang dilegalisir:

forokopi sah keputusan penpangkatan PNS vang dilegalisir;
fotokopi mah keputusan kenaikan pangkat terakhir yang
dilegatisir;

fotokopi keputusan konversi NIP baru vang dilegalisir;

. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir;

fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja vang sekurang-
kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian delam
2 {dua] tahun teraithir, yang dilegalisir;

fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir; dan
deftar riwayat hidup.

Permohonan Mutasi antar Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) huruf b vang diajukan secara
pribadi oleh PNSD harus dilakukan dengan melampirkan
perayaratan yang melipoti:

a.

b.

L+

surat pernyataan persetujusn pelepasan darvi Kepala Perangkat
Daerah asal;

surat pernyataan  persstuinan  penerimaan  dari  Kepala
Perangkat Daerah yang dituju;

persyargtan sebagaimana dimaksud pada avar (1) huruf d
sampal dengan huruf p.

Permohonan Mutasi Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 Lkarena kepentingarn organisasd, diajukan dengan
melampirkan persyaratan sebagni berikut:

a.
b.

ci

surat permohonan dari Kepala Perangkat Deerah pengusul;
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
huruf j dan huruf ;

berita acara hasil rapat/keputusan terkait dengan kebijakan
Mutasi Dalam Dasrah karena kepentingan organisasi.



Pazal B

{1} Mutaai dalam 1 [satu) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 2 ayat (2] huruf g yang diajukan secars pribadi oleh
PN3D dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a.

b.

c.

permohonan secara tertulis dan diketahui cieh Kepala Urit
Kerfa/UPT/Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan
digjuken kepada Kepala BKD metalui Kepala Perangkat Daerah
dengan dilampini persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1),

dilakukan seleksi formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non
teknis terhadap setirp permohonan Mutasi;

seleksi dilakukan melalui Tim Pertimbangan Mutasi.

{2} Mutasi antar Perangkat Daerah sebsgaimana dirnaksud dalam
Pasal 2 ayat (2} huruf b yang diajukan secara pribadi oleh PNSD
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

b.

ci

permohonan secara tertulis dan diketahui olebh  Kepala
Perangkat Daerah diajulan kepada Bupati u.p. Kepala BKD
dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2);

dilakukan seleksi formasi, kompetensi, kinerja dan kajian nen
teknis terhadap setinp permohionan Mutasi;

selelrsi dilakukan melalii Tim Pertimbangan Mutasi.

(3] Mutasi Datam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 vang
digjukan berdasarkan kepentingatr organisasi dilakukatr dengan
tata cara sebagai berikut:

aq

permohonan secara fertulis oleh Kepala Permngkat Daerah
kepada Bupati u.p. Kepala BKD dengan dilampiri persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

dilakukan seleksi formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non
teknis terhadap setiap permohonan Mutam;

selekai dilakukan melalui Tim Pertimbangan Mutasi

Bagian Kedua
Mutasi Masuk

Pasal 7

{1) Setiap PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan
permobonan Mutasi Maguk,

{2} Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
harus disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan
sebagai berilayt:

al

b.

sehat jasmani dan rohani vang dinyatakan oieh tim dokter
pemerintah;

berusia paling tinggi 45 tahun, memiliki Pangkat/Golongan
ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I {1[1/b), khusus untuk
Jjabatan fungsional tertentu memiliki Pangkat/Golongan ruang
paling tinggi Penata Tingkat 1 [111/d);

v



(3)

n
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[l

meemiliki kualifikesi pendidikan paling rendah Sarjana untuk
jabatan fungsional guru;

siap bekerja dan bersedia ditempatian di seluruh wileyah Daerah;
tidak menuntut dalam jabatan struktural;

tidak dalam proses perceraian;

tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri atau dibebaskan
darn jabatan organik;

terdapat formasi lowong yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan
Pemeriniah Daerats;

Pemohon selama bekerjn di Instansi Pusat atau Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota asa! melaksanakan tugas dengan baik
yang dmyataknn oleh pahng rendah Pejabat Eselon II;

mempunyai nilai prestasi kerja yang paling sedikit bemnitai baik
pada setiap unsur penilaian dalam 2 {dua) tahun terakhir;

tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau
sedang dalam 1 {satu) terakhir;

tidak dalam proses pemeriksasn atau sedang menjalani hulmman
disiplin sedang atau berst dan/ atau tidek sedang berperkara
dalam pengadilan;

. telah mendapat persetyjuan atau rekomendasi mutesi dari PPK

pada Instansi Pusat atau Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota
asal;

Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diajukan dengan melampirkan perayaratan sebagai berikut :

a.

b.

.

d.

rta
.

fotokopi sah keputusan CPNS yang dilegalisir;

fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS vang dilegalisir;
fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir yang

dilegalizir;

fotokopi keputusan konverai NIP baru yang dilegalisir (apabila
aday;

fotokop kartu pegawai yang dilegalisir;

fotokopt keputusan pengangkstan dafam jabstan fungsional
tertentu yang dilegalisir {bagi jabatan fungsional tertentu);

fotokopi aah hasil penilaian prestasi kerja yang selurang-
kumnpgnya bemilai baik pada setiap unsur penilaign dalam
2 {dua) tahun terakhir, yang dilegalisir;

fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir dilegalisir

fotokopi keputusan penyesusian dalam Jabatan Fungsional Guru
(untuk golongan /ruang Hl;‘a ke atas) yang dilegalisir;

surat keterangan asli ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang: )

1. ddak dalam proses pemerikssan atau ssdang menjalani
hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan
yvang berleku dan atau tidak sedang berperkara dalam
pengadiian;

tidak permah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
atau sedang dalam 1 [satu] teralchir;

tidak sedang diberhentikun deri jabatan negeri atau
dibebaskan dari jahatm*:organik

tidak ¢datam proses perceraian;
tidak tnempunyai tanggungan pinjaman; hutang,

CLE S
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k. asli Surat Keterangan Sehat dari tim dokter pemerintah;

1. fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir (apabila sudah menikah);

m. Suret Pernyatasan Bersedia ditempatkan di sehiruh wilayah
Daerah bermaterai culaip;

n. fotckopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir; dan

g. daftar fiwayat hidup.

Pasal 8

Mutesi Masuk dilakukan dengan tata cara sebagai berilut:

B,

Pemohon mengajukan permohonan Mutasi Masuk sccara tertulis
yang diketahui Kepala Insansi Pusat, Perangkat Kepala Daerah
Pemerintan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota asal kepade
Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3);

permochonan Mutasi Masuk disampaiken kepada Bupati dengan
surat pengantar dari PPK pada [nsansi Pusat/ Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/ Kota asal;

BKD melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan Mutasi
Masuk dan rmelakukan selcksi mengenai data kepegawaian PNS
yang akan pindah dan seleksi terhadap formasi, kompetensi,
kinerja dan kajian non teknis;

BKDD menyampaikan hasil verifikasi, validasi, scleksi dan kajian
sebagaimana dimeksud pada huruf ¢ kepada Tim Pertimbangan
Muteasi;

Tim Pertimbangan Mutasi melakukan analisi dan kajian untuk
memberikan pertimbangan kepada Bupati;

Bupati menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan Mutasi
Masuk yang ditclak dan menyampaikan surat penolakan tersebut
kepada PPK pada Insansi Pusat/ Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota asal;

Bupati menerbitkan surat rekomendasi/persetujuan terhadap
permohonan Mutasi Masuk yang diterima dan menyampaiken surat
rekomendasi/persetujuan tersebut kepada PPK pada Insansi Pusat/
Pemerintah Provinai dan Pemerintah Kabupaten/ Kota asal;
Pemohon yang permchonan Mutasi Masuk-nya diterima, wajib
mengajukan surat permohonan Mutasi Masuk melalui PPK [nstansi
Pusat/ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
sesusi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Mutasi PNS antar Provinsi ditetapkan oleh Kantor
Regional Badan Kcpegawaian Negara sedangka Mutasi PNS dalam
lingkup 1 (satu] provinsi aksn ditetapken oleh Gubernur Jawa
Tengah;

berdasarkan Keputusan Mutasi sebagaimang dimakeud pada
huruf h, Bupati menerbitkan Keputusan pencmpatan PNS pada
Perangkat Daerah.



Bagian Ketiga
Mutasi Keluar

Pasal 9

(1} Untuk mendukung manajermen sumber daya pegawai secara
nagicnal, setiap PNSD dapat mengajuken usulan permohonan
Mutzai Keluar,

{2) Permohanan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pade avat (i)
harus disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan
sehagal berikut:

H.
b,

.

mendapatkan persetujusan pelepasan deri Kepalsn Perangkat
Daerah dimana yang bersangkutan bertugas;

mempunyai nilai prestasi kerje yang paling sedikit bernilai baik
pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua} tahun terakhir;

tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani
hukuman disiplin sadang atau berat;

telah  memiliki masa kerja/pengabidian  sebagai PNS  di
lingkungan Pemerintah Daerah paling sedilat 10 [sepulub)
tabun,

bagi PN3 yang menjalani tuges belajar, setelah menyeilesaikan
tugas Dbelajar telah kembali melaksanakan tugas pada
Pemnerintah Daeranh paling sedikit 2 {dua] kali masa tugas
belajar;

telah menyelesaikan adminisirasi keuangan yang berhubungan
dengan kedinasan.

(3) Persetyjuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berini tentang pernyvataan bahwa dengan adanya Mutasi
Keluar tidak akan menganggu/mengurangi kinerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

(4] Permchonan Mutasl Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

E.
b.
c.

d.

o

fatokopi sah keputusan CPNS yang dilegalisir;

fortokopi sah keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
forokopi sah  keputusan kenaikan pangkat terakhir yang
fatokopi keputusan konversi NIP baru yvang dilegalisir (apahbila

forokopi kartu pegawai yang dilegalisir;

fotokopi keputusan pengangkaian jabatan terakhir yang
dilegalisir {apabila ada};

forokopi keputusan pengangkatan dalem jabatan fungsional
tertentu yang dilegalisir (bag jabatan fungsicnai tertentu);
fotockopi sph hasil penilaian prestasi kerja vang sekurang-
kurangnya bernilei baik pada setiap unsur penilaian dalam
2 |dua) tahun terakhir, yang dilegalisir;,

fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir dilegalisir
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3

2 mpep

B

fotokopi keputusan penyesuaian dalam .Jabatan Fungsional

Gury {untuk golongan fruang 111 /a ke atas] yang dilegaliair;

Surat Keterangan asli dan ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang:

1. tidak dalam proses pemeriksgan atau sedang menjaiani
hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan
vang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam
pengadilan;

2. tidak pernah/sedang dijatuhi hukyman digiplin  tmgkat
berat atau sedang dalam 1 {satu) terakhir;

3. tidak sedang diberhentikan dari jabatanr negeri atau
dibebaskan dari jabatan organik;

4. tidak d¢alam proses perceraian,

2. tidak mempunyai tanggungan pm_]amanf hutang.

fotokopi surat persetujuan penerimaan dari Pejabat Pembina

Kepegawaian pads Insansi Pusat/ Permerintah Provingi dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dituju;

agli surat penyataan persetujuan pelepasan dan Kepala

Sekolah, Kepala UPT dan/atau Kepa]a Perangkat Daerah aaal

dimana yang bersanghkutan bertugns

asli Surat Keterangan Sehat dari tlm dﬂkter pemerintah;

fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir (apabila sudah meniksah);

fotokopi surat tugas dinas suami, apahila alasan Mutasi Keluar
karena mengikut kedinasan suami;

Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di seluruh wilavah

[aerah bermaterai cukup:

fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir; den

daftar riwayat hidup.

Mutasi Keluar dilakukat detigan tata cara sebagai berikut

&.

Pemohon mengajuksn permohonan Mutasi  Keluar secara
tertulis yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala
Perangkat Daerah kepada Bupah:

BKD melaksanakan verifikasi dan validesi persyaratan usul
Mutasi Keluar setta melakulgn selekss terhadap formasi dan
kajian non teknis;

BKD[} menvampaikan hasil verifikasi dan validasi persyaratan
usul Mutasi Keluar serta hasil seleksi terkiadap formasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Pertimbangan
Mutasi;

Tim Pertimbangan Mutasi melalukan analise dan kajian untuk
memberikan pertimbangan kepada Bupat;

terhadap permohonaen Mutasi Keluar yang ditelak, Bupad
menyampailan  surat penolakan tersebut kepade PNS yeng
bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat
Daerah;

terhadap permohonan Mutasi Keluar yang disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan Mutasi Keluar kepada PNS yang
bersangkutan dan kepada Gubernur Jawa Tengah,

CGubernur Jawa Tengah menerbitkan surat psnawaran Mutast
Keluar ke [nstansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
yvang dituju;
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h. Instansi Pusat/Pemerintah ProvinsifKabupaten/Kota yang dituju
memberikan  persetujuan/penolakan  perpindshan  dengan
memperhatikan kebutuhan forrasi yang tersedia;

i. PPK pada Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
tujuan mutasi menerbitkan Keputusen penerimazan;

j. Kanter Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan
keputusan Mutasi PNS antar provinst dan Gubernur Jawa Tengah:
rmenetapkan Mutasi PNS dalam linghkup 1 {satu) povinsi,

k. berdasarkan keputusan Mutasi sebapgaimana dimaksud pada
huruf j, Bupati menerbitkan surat penyeraban/penghadapan ke
Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tujuan
Mutasi Keluar.

BAR ITI
TiM PERTIMBANCGAN MUTASI
Pasal 10

(1] Untuk memberikan masukan kepada Bupat scbagai bahan
pengambilan keputusan di bidang Mutasi, dibentuk Tim
Pertimbangan Mutasi dengan Keputusan Bupat.

(2! Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai beritout:
a. Sekretaris Daerah sclaku Ketua;
b. Kepaia Badan Kepegawaian Dacrah selaku Sekretaris;
c. Asisten Pernerintahan selaku Anggota;
d. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat selaku Anggota,
e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku Anggota;
. Inspektur selaku Anggota.

Pagal 11

Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

mempunyai tigas:

a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijaican di bidang mutasi,

b, melaksanakan kebijakan di bidang mutasi dengan memperhatikan
penetapan formesi dan kebutuhan PNS seria kemampuan anggerarn;

¢. menetapkan rincian atau kualifikasi formasi mutesi PNS  di
lingkungan Pemeriiitah Daerah;

d. melakukan analisa, meneliti dan memberiken pertimbengan kepada
Bupati dalam pengambilan keputusan persetujuan/ penolakan
terhadap setiap pengajuan Mutasi.

12



{1}

(2)

&

(1)

(2)

(1)

[2)

Pasgal 12

Dalam setiap memberikan pertimbangan kepada Bupati di bidang
Mutasi, Tim Pertimbangan Mutasi wajib mendasarkan pada:

formaasi dan kebutuhan pegawal;

penempatan pegawai;

kemampuan/kompetensi teknis;

kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
permbinaan karier PNS; dan

kemampuan keuangan daerah.

™o an g

Perimbangan Tim Pertimbangan Mutasi berupa dapat atau tidak
dapat dikabulkannva permohonan mutasi dizsampaikan kepada
Bupati oleh Pejabat yang Berwenang.

Pertimbangan Tim Pertimbangan Mutaai sebagsi dasar bagi Bupati
untuk menerbitkan Keputusan persetujuan mutasi atau surat
penolakan mutasi.

Pasal 13

Untuk mendukung kelancaran  pelaksanasn tugas Tim
Pertimbangan Mutasi, dibentuk Sekreteriat Tim Pertimbangan
Mutasi yang ditetapikan dengan Keputusan Kepala BKD.

Sekretariat Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan validasi
persyaratan Mutasi PN3 berkaitan dengan formasi, kompetensi,
kinerja dan kajian non teknis.

BAB IV

SELEKSI FORMASI, KOMPETENS], KINERJA
DAN KAJIAN NON TEKNIS MUTASI]

Pasal 14

Seleksi Formasi dilakuken untuk mengetahuwé  Kualifikasi
pendidikan  dan  jabatan Pemohon yang merupakanr bahan
pertimbangan utama dalam memberikan persetujuan/penolakan
pertnochonan Mutasi.

Dalam hal formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi

pendidixan den jabatan sebagaimana dimiliki Pemohon, maka
permohonan dapat diproses ke asleksi tahap berikuinya,
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(3)

(4

(1)

(2)

{3)

(%)

Dalam hal berdasarkan formasi pada tahun berjalan tidak
dibutuhkan kualifikasi sebagaimana dimiliiki Pemohon, maka
proses pengajuan Mutasi ditolak.

Dalam hal terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sudah diterbitkan surat penoclakan, maka proses mutasi
hatal.

Pasal 15

Seleksi kompetensi dilakukan untuk mengetahui kompetensi
individual dan prestasi kerja Pemohon berdasarkan hasil
keterangan Pejabat Yang Berwenang pada Instansi asal.

Seleks: kinerja dilakukan untuk mengetahui rekam jejaik kinerja
Pemohon berdasarkan hasil keterangan Pejabat Yang Berwenang
pada Instansai asal.

Kajian non teknis dilakuken ontuk mengetahui hel-ha! non-teknis
yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memproses permohonan
Mutasi, antara lain:

alasan mengajukan mutasi;

jarak lokasi temmpat kerja dengan rumah tinggal;

aktivitas sosial;

kondisi fisik/mental;

kondiai keluarga;

kondisi perekonomian;

sedang mengikuti proses pembelajaran;

pertimbangan noen teknis lain vang disampaikan oleh Pemaohon.

R Se a0 gD

Aspek penilaian yang dilakukan dalam seleksi permohenan Mutasi
terdiri atas:

. penampilan;

sikep/perilaku,

kemampuan komunikasi;

kepribadian;

komitrmen pada tugas;

latar belakang falasan permohonan mutasi;

kompetens] bidang tugas;

prestasi;

altivitas berorganisasi /bermasyarakat;

kemampuan menangkap masalah dan memberikan solusi.

TR MeRo gR
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BAB ¥V
PNE YANG BEKERJA DI LUAR [INSTANSI INDUK
Pagal 16

{1) Pemerintah Daerah dapat menerima/menugaskan PNS dengan
atatus dipekerjakan atau diperbantukan darifke [nstanasi
Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain,

(2] PNS yang bekerja di luar Instansi Induk dilakukan melalus
dipekerjakan atau diperbantukan.

(3] PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di
luar Inatansi Induknya dan gajinya dibebankan pada Instansi
Indubmya.

4] PN3 yang diperbantukan adalah PNS yang melakasanakan tugas di
luar Instansi Induknya dan gajinya dibebankan pada Instansi yang
menerima perbantuan,

Pasal 17

(1] PNSD dapat dipekerjakan /diperbantukan di Instanai
Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain atan lembaga
swasta dalam wilayah Daerah,

(2) PNS pada Inatansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain
dapat dipekerjakan fdiperbantukan di Pemerintah Daerah.

(3} PNS pada Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain
yang dipekerjakan /diperbantulean di Pemerintah Daerah dilakukan
dalam jangka walktu paling lama 2 (dua} tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutukhan dan kepentingan dinas.

(4] PNSD yang dipekerjakan fdiperbantukan pada Instansi
Pusat/Pemerintah ProvinsifKsbupaten/Kota lain dilakukan dalam
jangka waktu pahng iama 2 {dua) tahun dan dapat diperpanjang
sesuai kebutuhan dan kepentingan dinas.

{5) PN3D yang dipekerjakan/diperbantukan pada lembega swasta
dalam wilayah Daerah dilakuken dalam jangks waktu paling lama
5 {ima} tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan
kepentingan dinas.

{0} Perpanjangan masa tugas bagi PNS atau PNSD yang
dipekerjakan/diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat [3).
ayat [4) dan ayat (5} wajib dilaporkan kepada Bupat u.p. Kepala
BKD.
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{7} Terhitung saejak tanggal dimulainya penugasan, PNSD yang
dipckerjekan /diperbantukan selain di lembaga swasta, status
kepegawaiannyn berada dan dicatat di BKD.

{8} PNSD yang dipelkteriakan/diperbantukan yang telah berakhir masa
penugasannya dikembalikan ke Perangkat Daerah dimans PNSD
yang bersangkutan terakhir tercatat scbagai PNS,

[#) Penugasan dan pengakhiran status PNSD yang dipekerjakan/
diperbantukan ditetapkan dengan Kepuatuzsan Bupat.

Pasal 18

(1) PNSD yang dipekerjakan di Instansi Pusat/ Pemerintah Prowinsi/

Kabupaten/ Kota lain atau lemmbaga swasta dalam wilayah Daerah:

a. berhak memperoleh gaji.

b. waiib memasukkan laporan kehadiran dan kegiatan setiap
bulan berjalan serta menyampaikan Penilaian Kinerja kepada
Bupati u.p. Kepala BKD:;

¢. wajib melaporkan kepada Bupati u.p. Kepala BKD, dalam hal
akan dipromosiken ke jabatan yang lebih tinggi di tempat
penugasan,

{2) PNSD vang diperbantukan di [nstansi Pusat/ Pernerintgh Provins:/
Kabupaten/ Kota lain atau lembaga swasta dalem wilayah Daerah:
a. tidak berhak mempercleh gaji dan tupjangan dari Pemerintah
Daerah;
b. berhak memperoleh Penilaian Kinerja yang dibuat oleh Pejabat
Penilai dan Atasan Pejabat Penilai di unit kerja tercatat/terakhir
sebagai PNS, dengan bahan dar atasan langsung di tempat

PETILZASATITIVA.
Pasal 19

{1} PNS pada Instansi Pusat/ Pemenintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
lain yang akan dipekerjakan/diperbantukan di Pemerintah Daerah
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mendapatiean keputisan dipekerjakan/diperbantukan
dari Instansi Pusat/ Peroerintab Provinsi/ Kabupeaten/ Kota lain
asal;

b. mengajukan secara tertulis kepada Bupati u.p. Kepala BKD
dengan disertai alasan yang jelas;

c. terdapat formasi lowang yang dapat dissi;

d. melaksanakan tugas dengan baik pada Instansi asal yang
dinyatakan oleh paling renndah Pejabat Eselon II;

e. mempunyai nilai prestasi kerja yang paling sedikit bernilai baik
pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tabun terakhir;
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f.

tidak dalam proses pemeriksean atau sedang menjalani
hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan
vang berlala: dan atau tidak sedang berperkara di pengaditan;
berusia paling tinggi 48 [empat pulun delapan) tahun dengan
Pmlgkatfﬁﬂlonganruﬂngpnhngmlggl&nata Tingkat [ {IT/d};
siap bekerja dan bersedia ditempatkan di selurub wiiayah
Daerah;

sehat jasmani dan rohani yang dinyatekan oleh tim dokter
pemerintah.

{2) Permiohonan sebagai PNS yang dipekerjakan/diperbantukan
dia,jukan dengan melampirkan persyaratan sebagni berikut:

(3}

-]

bl

:—-F%'-

fotokopi sah kepuusan CPNS yang dilegalisir;

fotakopt sah keputusan pengangkatan PNS vang dilegaligir;

fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir yang

dilegalisir;

fotokopi keputusan konversi NIP baru yang dilegalisir (apabile

ada);

fotckopi kartu pegawai yang dilegalisir

forokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional

tertentu terakhir yang dilegalisir (apabila ada);

fotckopi sah hasil penilaian pmatam kerja yang sckurang-

kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian datam

2 (dua} tahun terakhir, yang dilegaliair;

daftar riwayat hidugp;

surat keterangan asii dan ditandetanpgeni oleh pejabat yang

berwenang pada Inatanai asal:
tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani
hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan
vang berlaku dan atan tidak sedang berperkara dalam
pengadilan; )

2. tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri atau
dibebaskan dari jabatan nrgamk

3. tidak daiam proses perceraian,

4, tidak mempunyai tanggungan pinjaman /hutang.

asli Surat Keterangan Sehat dari tim dokter Pemenntah;

fotakopi ijazah terakhir dilegalisir;

fotokopi Surat Nikah dilegalisir [apabila sudah menikah)

m. Surat Pemyataan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah

Daerah bermaterai cukup;
fotokopi keputusan penugasan dinas suamifistri di wilayah
Daerah dilegglisir.

PNS yang dipckerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Daerah
ditakukan dengan tata cara sebagai berilout:

a.

b.

Bupati mengajukan permohonan secara tertulis kepada Inatansi
Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten fKota Lain,

permochonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan
pada analisis dan kajian terhadap kebutuhan, formesi dan
ketersediaan anggaran yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan
Mutasi:
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(1)

(2)

c. apabila Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Lain menyetujui, maka akan diterbitkan surat persetujuan bagi
PNS yang akan dipekerjakan/diperbantukan di Pemerintah
Dacrah;

d. Bupati menetapkan Keputusan tentang PNS dipekerjakan/
diperbancoikan;

e. setelah selesai masa tugas dipekerjakan/diperbentukan, Hupati
mengembalikan PNS yang bersangkutan ke Instansi asal.

Pasa!l 20

Setiap PNSD dapat mengajukan permohonan penugasan sebapgai

PNS vang diperbantukan/dipekerjakan di Instansi Pusat/

Pemerintal: Provinsi/Kabupaten/Kota lain apabila memenuhi

ietentuan sebagai berikut:

a. memperoleh rekomendasi dar Pegjabat Pembina Kepegawaian
Instansi yang dituju;

b, terdapat formasi atas status kepegawaian dipekeriskan atau
diperbantukan pada Instansi Pusat/ Pemerintah Provinsi
Provinai/ Kabupaten/ Kota lain yang dituju;

c. mengajuken permohonan secara tertulis kepads Bupati 1wp.
Kepala BKD dengan disertai alasan yang jelas;

d. melaksanakan tugas dengan baik pada Perangkat Daerah asal
yang dinyatakan oleh Kepala Perangkat Daerah;

e. mempunyai nilai prestasi kerja yang paling sedikit bernilai baik
pada setiap unsur penilaian dalam 2 [dua) tahun terakhir;

I. tdak dalam proses pemeriksaan atau sedang menialani
huliman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan
yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara di pengadilan;

g. berusia paling tingg: 45 tahun dengan Pangleat/Golongan ruang
paling tinggl Penata Tingkat I (I1/d};

h. sehat jasmen: dan robant yang dinyatalan cleh tim dokter
pemerintah.

Permohonan penugasan sebagai PNS yang

dipekerjekan/diperbantukan pada Instanai Pusat/ Pemerintah

Provinsi/ Kabupaten,/ Kota iain digjukan dengan melampirkan

persyaratan sebagai berikt:

a. fotokopi sah keputusan CPNS yang dilegalisir;

b. fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS yvang dilegaiisir;

c. fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir yang
dilegalisir;

d. fotokopi keputusan konversi NIP baru yvang dilegalisir (apabila
ada);

e. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir;
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(3)

j.

k.

1

fotokopi keputusan pengangkatan dalam jebatan fungsional

tertentu terakhir yang dilegalisir {apabila ada);

fotokopi sal: hasil penilaian prestasi kerja yang selnrang-

kurangnya bernilai baik pada setiep unsur penilaian dalam

2 (dua) tahun terakhir, vang dilegalisir,

daftar riwayat hidup,

surat keterangan asli dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat

daerah:

1. tidak dalam proses pemeriksasn atau sedang menjalani
hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan
vang berlaku den atau tidak sedeang berperkara dalam
pengadilan;

2. tdak sedang diberhentikan dari jabatan negeri atau
dibebaskan dari jabatan organik;

3. tidak dalam proses perceraian;

4. tidak mempunyai tanggungan pinjaman /hutang.

asli Surat Keterangan Schat dart tim dokter Pemerintah;

fotokepi ijazah terakhir dilegalisir;

fotokopi Surat Nikah dilegalisir (apabila sudah menikah).

PNSD vang dipekerjakan/ diperbantukan pada Tnstansi Pusat/
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain dilakukan dengan tats
cara sebsgai berikut:

Instansi Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain
mengajukan pennehonan secara tertulis kepada Bupati u.p.
Kepala BKD dengan disertai alasan yang jelas;

BKD melalcukan verifixasi dan validasi persyaratan dan hasilnya
disampaikan kepada Tim Pertimbangan Mutasi;

Tim Pertimbangan Mutasi melakukan analisis dan kajian serta
hasilnye disampaikan kepada PBupati dalam bentuk nota
pertimbanguan;

apabila Bupati menyetujui, maka diterbitkan surat persetujuan
bagi PNSD yang akan dipekerjakan/diperbantukan pada
Instansi Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten /Kota lain;
Instansi Pusat/Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota iain
menerbitkan  keputuszan tentang PNS yang dipeckerjakan/
diperbantukan;

setelah  selesai masa tugas dipekerjakan/diperbantukan,
Instanai Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain harus
mengembalikan PNSD yang bersangkutan kepada Pemerintah
Daerah;

terhadap PNSD  yang telah  selesai  menjelani  tugas
dipekerjakan fdiperbantukan, Bupati selanjutnya menetapkan
keputusan penctapan PNSD yang bersangkutan di Perangkat
Daerah asal atau Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan,
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BAE VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daemah

Kabupaten Purworejo.
Ditetapkan di Purwarejo
pada tanggal 31 Med 2016
BUPATI PURWORE.JO,
Tid.
AGUS BASTIAN
Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 31 Mel 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJC,

Ttd.
TRI HANDOY(Q

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 20 SER] E NOMOR 17

\ wo® / embina Tingkat I
==91P. 19650529 199003 2 007
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